
BUPATI LAMPUNG BARAT 

PROVINS! LAMPUNG 
PERATIJRAN BUPATT LAMPUNG BARAT 

NOMOR 21 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT LAMPUNG BARAT 
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERlAN 

BARANG KEBUTUHAN POKOK GRATIS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimhang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian 
barang kebutuhan pokok serta mengurangi beban 
pengeluaran pegawai berpenghasilan rendah, dan 
masyarakat kurang mampu dalam mengbadapi situasi 
harga kebutuhan bahan pokok yang fluktuatif (kurang 
stabil) , dan menjelang Bulan Suci ramadhan, serta Hari 
Raya Idul Fit.ti, maka Pemerintah Daerah mengambil 
langkah untuk melaksanakan pemberian barang 
kebutuhan pokok secara gratis yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis; 

Mengingat 

OPD 

b. bahwa sehubungan telah terjadi pandemik Corona Virus 
Disease (COVID-19) yang berdampak salah satunya 
memperlambat ekonomi dunia secara massif dan signifikan 
termasuk dalam ,vilayah Kabupaten Lampw1g Barat dan 
mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat, 
maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untu~ 
memberikan bantuan berupa barang kebutuhan pokok -
gratis; 

c . bahwa sebubungan adanya perubahan terhadap penerima 
pembetian barang keburuhan pokok gratis, maka Peraturan 
Bupati Nomor 6 Tahun 2019 perlu direvisi; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian Ba.rang Kebutuhan Pokok Gratis; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 3452); 



Menetapkan 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2012 Nomor 
277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagairm,ma telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik 
[ndonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2015; 

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang 
Penetapan dan Pen:i,impanan Barang Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampu11g Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Bupatl Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERlAN BARANG 
KEBUTUHAN POKOK GRATIS. 

Beberapa ketentuan dalam Perat.uran Bupad Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Barang Kebutuhan Pokok Gratis (Serita 
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 6 ) diubah sebagai 
berikut: 

Pasal J 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. 
2. Pemerintab Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 
4. Barang kebutuhan pokok gratis adalah barang yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi 
serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan rakyat yang diberikan 
secara graris. 

5. Organisasi Perangkat Oaerah adalah Organisasi Perangkat Daerah 
Kabu-paten Lampung Barat. 

6. Camat adalah Kepala Keeamatan. 
7 . Masyarakat adalah masyarakat di daerah keeuali Aparatur Sipil Negara, 

: ~ 1TNI dan Polri, Tenaga Harian Lepas (THLS), dan tenaga 
( ' ·, !honorer/pegawai kontrak 



2. Ketentuan Pasal 2 diubab,sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berlkut : 

Pasal 2 

(1) Penerima barang kebutuhan pokok gratis adalah masyarakat di 
daerah. 

(2) Camat mengusu1kan nama penerima bar.mg kebutuhan pokok gratis 
yang ada di\1-ilayahnya kepada Bupati melalui Tim Koordinasi. 

(3) Penerirna barang kebutuhan pokok gratis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupat!. 

3. Ketent1.1an Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

Tempat Pelaksanaan Pemberian barang kebutu.han JX)kok gratis di 
Kecamatan dan Pekon/kelurahan. 

4 . Ketent1.1an Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 herbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 
Tim Koordinasi sebagairnana dimaks1.1d daJan1 Pasal 6 mernpunyai tugas 
sebagai berikut: 
a. melakukan vcrifikasi terhadap penerima barang kebutuhan pokok 

gralis yang diusulkan oleh Camat; 
b. mengusul.kan kepada Bupati calon penerima barang kebutuhan pokok 

gratis; 
c. melaksanakan pendistribusian barang kebuluhan pokok gratis yang 

telah dilaksanakan oleb panitia pengadaan banrng; dan 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. 

Pasal IJ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten larnpung 
Barat. 

PARAF KOORDIN SI , 
llO JASATAN 

SETDAKAS 

Diundangkan di LJ.mrt--
pada tanggal I~ _ o 

(, K.ABAG t!Ul(UM 
SEKRET S DAERAH-KABUPA'TE...-1-¥-
LA.MPU 

A.~'lf\J~, 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal I~ fl prt t, 

T, 

2020 
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